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(15 RUWAH 1954) DIY

KRETEK (KR) -

Pembangunan Posko SAR

Satlinmas Wilayah III

Kabupaten Bantul senilai

Rp 900 juta ditandai de-

ngan peletakan batu per-

tama oleh Bupati Bantul

Abdul Halim Muslih dan

Wabup Joko Purnomo,

Kasat Pol PP DIY Noviar

Rahmad, Sabtu (27/3).

Acara tersebut juga

dihadiri Danlanal Yogya-

karta Letnan Kolonel Laut

(KH/W) Darmayanti, Ko-

mandan SAR Korwil III

Parangtritis Ali Sutanta

Jaka Saputra, Komandan

Pos Angkatan Laut (Posal)

Pantai Samas Serma MES

Surawal dan anggota

DPRD DIY Tustiyani SH.

Kasat Pol PP DIY, No-

viar Rahmad, mengata-

kan pembangunan Posko

SAR Parangtritis menye-

suaikan dengan kebu-

tuhan. Jumlah personel

SAR Satlinmas Wilayah

III Bantul mencapai 60

orang. Bahkan dalam ber-

bagai kegiatan juga meli-

batkan personel TNI AL,

Satpol PP dan Basarnas.

“Kedepan bangunan ini

menjadi posko bersama

sehingga ketika ada

lakalaut koordinasi lebih

baik itu harapan kami,”

ujarnya. 

Bangunan terdiri tiga

lantai dengan luasan 368

meter persegi. Lantai

dasar untuk penanganan

korban lakalaut, garasi

bersifat terbuka tembus

langsung ke jalan raya.

Dengan desain tersebut,

akan memudahkan mobil

ambulance membawa kor-

ban ke rumah sakit. Lan-

tai dua terdapat sejumlah

ruangan di antaranya

ruangan untuk Sar Satlin-

mas, Satpol PP, TNI AL,

Basarnas dan Dit Polair

Polda DIY serta ruangan

pertemuan. 

Bupati Bantul H Abdul

Halim Muslih mengata-

kan, pembangunan Posko

SAR Pantai Parangtritis

bisa menunjang  peng-

amanan demi keamanan

dan kenyamanan wisata-

wan di Pantai Parangtri-

tis. “Kita  menginginkan

Parangtritis dan sekitar-

nya menjadi objek wisata

yang paling aman, indah

dan nyaman dan nol laka

laut,” jelas Halim. (Roy)-f

TERMEGAH DI DIY

Posko SAR Parangtritis Dibangun Tiga Lantai

KR-Sukro Riyadi

Abdul Halim Muslih didampingi Joko Purnomo,

Kasat Pol PP, DIY Noviar Rahmad meletakkan batu

pertama pembangunan Pos SAR Parangtritis.

BANTUL (KR) - Ko-

munitas Sedulur Bhumi

Mataram (Sebhumi) meng-

gelar acara tasyakuran pe-

menangan Bupati dan

Wakil Bupati (Wabup)

Abdul Halim Muslih

(AHM)-Joko Purnomo (JP).

Acara tasyukuran juga

bertepatan dengan pe-

ringatan Hari Ulang Ta-

hun (HUT) Ketua Umum

Sebhumi, Hj Sri Surya

Widati ke-70 tahun.

Ketum Sebhumi, Hj Sri

Surya Widati, didampingi

Bendahara Sebhumi, Rin-

da Ragiel Perkasa, Minggu

(28/3), berterimakasih

kepada kader dan pengu-

rus Sebhumi karena selalu

solid dalam membantu

warga Bantul.

“Banyak hal telah di-

lakukan Sebhumi uta-

manya di bidang kemanu-

siaan dan saya sebagai ke-

tum merasa bangga de-

ngan anggota dan pengu-

rus karena tak patah se-

mangat dalam menabur

kebaikan,” jelasnya.

Ia kemudian meminta

dukungan doa kepada ma-

syarakat Bantul untuk se-

lalu diberikan sehat dan

bermanfaat di sisa umur.

Perempuan yang pernah

menjabat sebagai Bupati

Bantul ini juga berharap di

era kepemimpinan bu-

pati/wabup saat ini mam-

pu membawa masyarakat

Bantul lebih sejahtera dan

maju.

Bupati Bantul, KH Ab-

dul Halim Muslih, meng-

aku berterimakasih dan

apresiasi pada perjuangan

Sebhumi dibawah kepe-

mimpinan Hj Sri Surya

Widati dalam upaya pe-

menangan Pilkada 2020.

Pihaknya berharap

Sebhumi terus konsisten

berkiprah membantu pe-

merintahannya dalam

membangun mewujudkan

Bantul Projotamansari

yang Agamis. (Aje)-f

Tasyakuran Pemenangan dan HUT Ketum Sebhumi

KR-Rahajeng Pramesi

Ketum Sebhumi memotong tumpeng dan

diberikan kepada Bupati Bantul.

TAK BOLEH HILANGKAN HAK PILIH 

Komisi A Minta Regulasi Pilur Diubah
SLEMAN (KR) - Komisi A DPRD

Sleman meminta eksekutif untuk meng-

ubah regulasi pemilihan lurah (pilur) se-

cara e-voting. Hal itu dikarenakan ada

warga yang tidak bisa menggunakan hak

pilihannya. Bahkan regulasi itu sangat

rawan gugatan. 

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten

Sleman Ngadiman mengatakan, dengan

regulasi saat ini, orang sakit, lansia atau

jompo dan orang yang berada di dalam

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak

bisa menggunakan hak pilihannya.

Seharusnya aturan itu tidak boleh

menghilangkan hak pilih seseorang. 

“Dengan aturan yang ada saat ini, orang

sakit atau jumpo tidak bisa menggunakan

hak pilihannya. Soalnya petugas tidak

membawa alat e-voting ke rumah warga

yang sakit atau lapas karena secara teknis

tidak mengatur hal itu,” kata Ngadiman

di Sleman, Minggu (28/3). 

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada

eksekutif mengubah regulasi yang ada.

Jika memungkinkan, pemerintah meng-

ubah peraturan daerah (perda) tentang pil-

ur secara e-voting. Namun jika tidak me-

mungkinkan, bisa mengubah peraturan

bupati (perbup).  “Silakan saja eksekutif

akan mengubah perda atau perbup. Hal

yang terpenting, tidak menghilangkan hak

pilih seseorang dalam pilur,” pintanya. 

Anggota DPRD lainnya, Untung Basuki

Rahmad menilai, aturan tidak boleh

menghilangkan hak pilih seseorang. Pada

saat pileg dan pilpres, orang yang sakit

atau di lapas, petugas KPPS mendatangi.

“Tapi kenapa pilur ini justru menghi-

langkan hak seseorang. Kami mendesak

untuk direvisi regulasinya. Kalau tidak, re-

gulasi ini sangat rawan gugatan,” tegasnya. 

Untung juga meminta regulasi tentang

perpanjangan waktu pemungutan suara ji-

ka belum memenuhi 2/3 dari jumlah pemi-

lih itu perlu diperjelas. Apakah 2/3 dari jum-

lah pemilih di TPS atau satu desa. “Perpan-

jangan waktu pemilihan itu juga harus

diperjelas supaya tidak menimbulkan

pemahaman yang berbeda antara panitia

satu dengan lainnya,” tandasnya.      (Sni)-f

Penataan PKL Pantai Glagah Belum Sesuai Harapan 
WATES (KR) - Dinas Pariwisata

Kabupaten Kulonprogo dinilai tak memi-

liki konsep perencanaan dalam penataan

pedagang kreatif lapangan (PKL) di

kawasan Pantai Glagah, sehingga ba-

ngunan relokasi menjadi mangkrak. 

“Perencanaan yang asal-asalan, se-

hingga membuat program tempat re-

lokasi tidak layak ditempati PKL,” ujar

anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD

Kabupaten Kulonprogo, Aris Syari-

fuddin, pada rapat kerja pembahasan

LKPJ Bupati 2020 antara DPRD dan ek-

sekutif, Rabu (24/3).

Tim perencanaan, dikatakan Aris, ti-

dak memperhatikan kearifan lokal dan

tidak melakukan komunikasi dengan

pedagang, baik lokasi dan bentuknya.

Akibatnya, bangunan relokasi pedagang

menjadi mangkrak. Artinya hanya dibu-

at asal-asalan. Sehingga pedagang tidak

mau menempati.

Dikatakan Aris, tempat relokasi PKL

Pantai Glagah menjadi tontonan yang se-

harusnya segera ditindaklanjuti, sehing-

ga tidak menjadi pertanyaan. “Proyek

mangkrak menjadi tontonan, seharus-

nya, Dinas Pariwisata malu, tapi kenapa

dibiarkan,” ucapnya.

Tempat relokasi PKL di Pantai Glagah,

dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata

Kulonprogo Nining Kunwantari, me-

mang belum dimanfaatkan. Dispar

sedang koordinasikan dengan PKL seki-

taran pantai untuk pemakaian 50 los di

Plaza Kuliner. “PKL yang memiliki ku-

liner diharapkan pindah ke Plaza

Kuliner Glagah. Sementara tempat

relokasi lama akan dipakai PKL yang

berjualan suvenir,” ujarnya.          (Wid)-f


